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ABSTRACT

This research examines the urgent challenges of waste growth in Batam City
through the lens of collaborative city governance. It underscores the critical
need for joint efforts among government, industry, and society to address the
escalating issue of solid waste. The analysis, using a qualitative method,
highlights existing initiatives and the obstacles faced in implementing effective
waste management practices, particularly the fragmented nature of current
collaborations and persistent community behaviors that hinder progress. Key
challenges identified include low environmental awareness, limited
community participation in waste sorting, inadequate infrastructure, and
inconsistent enforcement of regulations. The abstract emphasizes the necessity
for intensified education, awareness-building, and incentivization to enhance
community engagement. Proposed solutions include strengthening
regulatory frameworks, improving coordination among government agencies,
and increasing corporate responsibility towards sustainability. These
measures aim to create a comprehensive waste management system that
enhances environmental quality and supports sustainable economic
development in Batam City. By addressing these challenges through
collaborative governance, Batam City can achieve a cleaner, healthier
environment and sustainable growth for its residents. Exploring this topic is

crucial as it not only addresses immediate environmental and public health concerns but also lays the groundwork
for long-term sustainability and economic resilience.

PENDAHULUAN

Manajemen  penanganan  sampah  di

perkotaan menjadi isu penting dalam upaya

menjaga  lingkungan yang sehat dan
berkelanjutan (Harma & Dompak, 2020).
Perkotaan seringkali menghasilkan jumlah

sampah yang besar dan beragam, mulai dari
sampah organik hingga sampah elektronik.
Sebagaimana yang tercantumk dalam penelitian
oleh Zaman & Lehmann (2011), kota-kota besar
di seluruh dunia menyumbang lebih dari 80%

dari total sampah yang dihasilkan, dengan
variasi jenis sampah yang mencakup organik,
plastik, logam, kertas, dan elektronik. Studi ini
menekankan bahwa urbanisasi cepat telah
meningkatkan  produksi = sampah  secara
eksponensial. Chen, Bodirsky, Krueger, Mishra,
& Popp (2020) juga menunjukkan bahwa sampah
perkotaan mencerminkan pola konsumsi yang
kompleks dan bervariasi, di mana sampah
elektronik seperti telepon genggam, komputer,
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dan peralatan rumah tangga lainnya menjadi
bagian yang signifikan dari aliran limbah
perkotaan. Hoornweg & Bhada-Tata (2012)
dalam laporan mereka untuk Bank Dunia
mencatat bahwa produksi sampah perkotaan
diproyeksikan akan meningkat secara dramatis
di masa depan, mencapai 2,2 miliar ton per tahun
pada tahun 2025, dengan kontribusi besar dari
negara-negara berkembang yang mengalami
urbanisasi pesat. Salah satu permasalahan utama
dalam manajemen sampah perkotaan adalah
kurangnya infrastruktur yang memadai, seperti
tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbatas
dan fasilitas pengolahan sampah yang minim
(Heidari et al., 2019). Merujuk pada penelitian
yang dilakukan oleh Kaza, Yao, Bhada-Tata, &
Van Woerden (2018) dalam laporan mereka
untuk Bank Dunia menyoroti bahwa banyak kota
di negara berkembang menghadapi kendala
dalam manajemen sampah akibat
terbatasnya infrastruktur. Studi ini mencatat
bahwa sekitar 90% sampah di negara-negara

serius

berpenghasilan rendah dan menengah tidak
dikelola dengan benar, sering kali berakhir di
tempat pembuangan terbuka atau dibakar.
Wilson, Rodic, Scheinberg, Velis, & Alabaster
(2012) juga menemukan bahwa infrastruktur
pengelolaan sampah yang tidak memadai adalah
penyebab utama pencemaran lingkungan di
banyak kota besar di seluruh dunia. Akibatnya,
sebagian besar sampah di perkotaan akhirnya
dibuang di tempat-tempat tidak teratur atau
dibakar, menyebabkan pencemaran serius,
termasuk emisi gas rumah kaca dan kontaminasi
air tanah.

Selain itu, kesadaran masyarakat terkait
pemilahan sampah juga masih rendah di
beberapa daerah. Pemilahan yang tidak tepat
dapat mengakibatkan pengolahan sampah yang
tidak efisien dan berpotensi merusak lingkungan
(Kurniawan et al.,, 2023). Menurut Zhuang, Wu,
Wang, Wu, & Chen (2008), rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya pemilahan
sampah adalah salah satu faktor utama yang
menghambat

efisiensi sistem pengelolaan

sampah. Studi ini menemukan bahwa meskipun
ada fasilitas untuk pemilahan sampah, sebagian
besar masyarakat masih enggan memisahkan
sampah mereka karena kurangnya pengetahuan
dan kebiasaan yang tidak terbentuk.

Masalah lainnya adalah kurangnya edukasi
dan sosialisasi mengenai pentingnya
pengelolaan sampah yang baik, sehingga sulit
untuk menciptakan budaya pengelolaan sampah
yang berkelanjutan di masyarakat perkotaan.
Knickmeyer (2020) menyatakan bahwa edukasi
dan kampanye kesadaran publik yang efektif
sangat penting untuk mendorong partisipasi
masyarakat dalam pemilahan sampah. Tanpa
pemahaman yang memadai tentang dampak
negatif dari manajemen sampah yang buruk,
upaya sistem
pengelolaan yang lebih baik sering kali tidak
berhasil.

Disisi lain, Medina (2010) menyoroti bahwa
dukungan kebijakan yang kuat dan inisiatif

untuk  memperkenalkan

pemerintah yang berkelanjutan diperlukan
untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi
masyarakat  dalam  pemilahan  sampah.
Pemerintah dapat memainkan peran kunci
menyediakan  infrastruktur  yang
memadai serta program edukasi yang
berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat tentang pentingnya pemilahan dan
pengelolaan sampah.

Sedangkan, Schmidt et al. (2020) menemukan
bahwa kemitraan antara sektor swasta dan
publik dapat membantu dalam meningkatkan
edukasi dan kesadaran tentang pengelolaan
sampah. Perusahaan dapat terlibat dalam
kampanye sosial dan program tanggung jawab
sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada
pengurangan sampah dan pemilahan yang
benar. Misalnya, perusahaan seperti Unilever

dalam

telah memulai inisiatif untuk mendidik
konsumen mereka tentang pemilahan sampah
dan penggunaan kembali bahan daur ulang
dalam produk mereka, yang menunjukkan
bagaimana sektor swasta dapat berkontribusi

pada solusi masalah pengelolaan sampah.
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Jika permasalahan ini tidak segera ditangani,
akan muncul dampak yang lebih buruk di masa
depan. Peningkatan jumlah sampah yang tidak
terkelola dapat mengakibatkan krisis lingkungan
yang
meningkatnya risiko penyakit, dan berbagai
masalah sosial ekonomi (Dewanti et al., 2020;
Salsabila et al., 2021). Studi-studi ini menegaskan
bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor

melibatkan  kerusakan ekosistem,

swasta, dan masyarakat sangat penting untuk
menciptakan budaya pengelolaan sampah yang
berkelanjutan di perkotaan. Oleh karena itu,
diperlukan langkah-langkah konkret dan
kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta dalam meningkatkan manajemen
penanganan sampah di perkotaan.

Di  Indonesia, masalah ~ manajemen
penanganan sampah di perkotaan juga sangat
kompleks dan menuntut perhatian serius
(Salsabila et al., 2021). Salah satu permasalahan
adalah kurangnya infrastruktur
pengelolaan sampah yang memadai. Banyak

utamanya

kota di Indonesia masih mengandalkan TPA
konvensional sebagai tempat pembuangan akhir
sampah, yang seringkali
standar kebersihan dan keamanan lingkungan
(Wahyudi et al., 2012). Contohnya adalah TPA
Bantar Gebang di Bekasi, Jawa Barat, yang
menjadi salah satu TPA terbesar di Asia
Tenggara namun mengalami berbagai masalah
seperti bau tidak sedap, pencemaran air tanah,

tidak memenuhi

dan konflik sosial dengan masyarakat sekitar.
Nugroho, Firman, & Fatimah (2017) menyatakan
bahwa TPA Bantar Gebang menghadapi banyak
masalah lingkungan, termasuk pencemaran air
tanah yang disebabkan oleh leachate (lindi) yang
bocor dari tumpukan sampah. Studi ini juga
menunjukkan bahwa bau tidak sedap yang
dihasilkan dari TPA ini telah menimbulkan
keluhan yang
menyebabkan penurunan kualitas hidup dan
kesehatan mereka. Saputra, Setiani, & Kristanto
(2019) mengidentifikasi bahwa konflik sosial
antara pengelola TPA dan masyarakat sekitar

dari masyarakat sekitar,

Bantar Gebang sering terjadi akibat kurangnya

transparansi dan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan terkait pengelolaan
sampah. Konflik ini sering kali diperparah oleh
masalah kompensasi yang tidak memadai bagi
penduduk yang terdampak langsung oleh
aktivitas TPA. Penelitian lain oleh Purnomo,
Anisa, & Rahayu (2019) juga menunjukkan
bahwa TPA Bantar Gebang telah menyebabkan
pencemaran lingkungan yang
termasuk pencemaran udara akibat gas metana
yang dihasilkan oleh dekomposisi sampah
organik. Studi ini menyoroti perlunya teknologi
pengolahan sampah yang lebih baik dan
pengelolaan  yang lebih  efektif untuk
mengurangi dampak lingkungan negatif dari
TPA.

Selain itu, pemilahan sampah di tingkat
rumah tangga juga masih belum menjadi budaya

signifikan,

yang umum di masyarakat Indonesia. Banyak
masyarakat yang masih membuang sampah
secara campur, sehingga menghambat proses
daur ulang dan pengolahan sampah yang lebih
efisien. Contoh lainnya adalah kondisi TPA
Piyungan di Yogyakarta, yang mengalami
penumpukan sampah campuran
minimnya pemilahan sampah di sumbernya.
Kesadaran lingkungan masyarakat juga masih
perlu ditingkatkan. Meskipun sudah ada upaya
sosialisasi dan edukasi, namun masih banyak
masyarakat yang kurang peduli terhadap
pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Hal
ini tercermin dari masih tingginya praktik
pembuangan sampah sembarangan di sepanjang
sungai, di tepi jalan, atau di lahan-lahan kosong.

karena
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antoran: 4.6

Figure 1. Komposisi Sampah Berdasarkan
Sumber Sampah
Source: SIPSN (2023)

Data tersebut menunjukkan proporsi sumber
sampah di perkotaan, dengan kontribusi terbesar
berasal dari rumah tangga (37.41%), diikuti oleh
pasar (21.94%), perniagaan (19.29%), fasilitas
publik (5.93%), kawasan (4.77%), perkantoran
(4.69%), dan kategori lainnya (5.97%). Penelitian
oleh Singhirunnusorn, Donlakorn, & Kaewhanin
(2012) mendukung temuan ini, menyatakan
bahwa rumah tangga adalah penyumbang utama
sampah
berkembang, terutama sampah organik dan
anorganik yang beragam.

Menurut Guerrero, Maas, & Hogland (2013),
sumber utama sampah perkotaan adalah rumah
tangga, yang mencerminkan pola konsumsi

perkotaan  di  banyak

negara

harian  masyarakat. Penelitian =~ mereka
menekankan pentingnya pemilahan sampah di
sumber  untuk  meningkatkan  efisiensi

pengelolaan sampah dan mengurangi beban
TPA. Sedangkan, Pongracz, Phillips, & Keiski
(2004) juga menunjukkan bahwa pasar dan
sektor perniagaan menyumbang signifikan
terhadap volume sampah perkotaan, terutama
sampah organik dan kemasan.
menekankan perlunya kebijakan pengelolaan

sampah yang khusus untuk sektor-sektor ini

Hal ini

guna mengurangi dampak lingkungan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13

Tahun 2012 mengenai pelaksanaan reduce, reuse,
dan recycle, telah diatur dengan
pengelompokan jenis-jenis sampah. Namun, di
Kota Batam, salah satu masalah yang sering
adalah  kurangnya
pengelolaan sampah yang memadai. Meskipun
sudah ada beberapa TPA yang beroperasi di Kota
Batam, kapasitasnya seringkali tidak mencukupi
untuk menampung jumlah sampah yang terus

jelas

terjadi infrastruktur

meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan
aktivitas ekonomi. Contohnya adalah TPA Sei
Ladi yang sering mengalami masalah
penumpukan sampah dan  pencemaran
lingkungan sekitarnya.

Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga
juga masih menjadi tantangan. Kurniawan et al.
(2023) menunjukkan bahwa meskipun sudah ada
program-program edukasi dari pemerintah dan
lembaga terkait, masih banyak masyarakat yang
kurang memahami pentingnya pemilahan
sampah, yang menyebabkan proses pengolahan
sampah menjadi tidak efisien dan berpotensi
merusak lingkungan. Zhuang et al. (2008) juga
menyatakan bahwa rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap pemilahan sampah adalah
salah satu faktor utama yang menghambat
efisiensi sistem pengelolaan sampah.

Tata kelola manajemen lingkungan seringkali
sulit dilakukan karena melibatkan berbagai
aspek yang kompleks dan beragam. Wilson et al.
(2012) salah
kendalanya adalah banyaknya pemangku
kepentingan  (stakeholders) yang terlibat,
termasuk pemerintah, industri, masyarakat, dan
organisasi non-pemerintah. Koordinasi dan
komunikasi yang efektif antara pemangku
kepentingan ini seringkali sulit diwujudkan,
sehingga menghambat implementasi kebijakan
dan program-program lingkungan.

Pengelolaan lingkungan yang baik seringkali
memerlukan  investasi  signifikan  dalam
infrastruktur teknologi yang ramah
lingkungan, yang bisa menjadi kendala bagi
pemerintah, terutama dalam situasi keuangan
yang terbatas. Hoornweg & Bhada-Tata (2012)

menunjukkan  bahwa satu

dan
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menyoroti bahwa perbedaan dalam pemahaman
dan kesadaran tentang pentingnya lingkungan
hidup di kalangan masyarakat dan pihak-pihak
terkait juga menjadi tantangan. Tidak semua
pihak menyadari dampak negatif dari aktivitas
mereka terhadap lingkungan, sehingga sulit
untuk mencapai kesepakatan dalam mengambil

langkah-langkah  yang diperlukan untuk
melindungi lingkungan.
Tata kelola kolaboratif dapat menjadi

jawaban efektif untuk menyelesaikan masalah
tata kelola manajemen lingkungan yang
kompleks. Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012)
bahwa kelola
kolaboratif, berbagai pemangku kepentingan
yang terlibat dalam manajemen lingkungan,
termasuk pemerintah, industri, masyarakat, dan
organisasi non-pemerintah, bekerja sama dalam
pengambilan keputusan dan
kebijakan  lingkungan.
memungkinkan adanya koordinasi yang lebih
baik berbagai  pihak,
meminimalisir ~ konflik kepentingan dan
meningkatkan efektivitas dalam mencapai
tujuan lingkungan yang berkelanjutan.

Tata  kelola  kolaboratif = menekankan
kerjasama dan partisipasi dari berbagai
pemangku  kepentingan  yang  terlibat.
Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa
berbagai pihak yang terlibat dalam suatu isu atau
masalah memiliki pengetahuan, sumber daya,
dan kepentingan yang berbeda-beda. Ansell &
Gash (2008) menekankan bahwa melibatkan
mereka dalam proses pengambilan keputusan
dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan
lebih berkelanjutan. Tata kelola kolaboratif
menekankan pentingnya dialog, transparansi,
dan inklusi dalam pengambilan keputusan,
sehingga memungkinkan terciptanya keputusan
yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan

menjelaskan dalam tata

implementasi
Pendekatan ini

antara sehingga

aspirasi berbagai pihak.

lingkungan, tata kelola
kolaboratif dapat melibatkan pemerintah, sektor
swasta, masyarakat sipil, dan lembaga akademis

Dalam konteks

dalam merumuskan kebijakan dan program-

program lingkungan yang lebih holistik dan
berkelanjutan. Namun, keterbatasan sumber
daya dapat menjadi hambatan dalam tata kelola
kolaboratif. Bryson, Crosby, & Stone (2006)
menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan
yang baik seringkali memerlukan investasi besar
dalam infrastruktur dan teknologi yang ramah
lingkungan, dan tidak semua pemangku
kepentingan memiliki sumber daya yang cukup
untuk berkontribusi dalam upaya tersebut..

Secara keseluruhan, tata kelola kolaboratif
dalam manajemen lingkungan tidaklah mudah
dilakukan karena melibatkan berbagai tantangan
dan kompleksitas. Namun, dengan komitmen,
kerjasama, dan dukungan yang kuat dari semua
pihak yang terlibat, tata kelola kolaboratif dapat
menjadi solusi yang efektif dalam mencapai
manajemen lingkungan yang berkelanjutan di
Batam City.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif. Penelitian ini akan berfokus pada
penggalian  makna, pengertian, konsep,
karakteristik, gejala, simbol, atau deskripsi
fenomena terkait (Aspers & Corte, 2019)
tantangan pertumbuhan sampah melalui tata
kelola perkotaan kolaboratif di Kota Batam.
Pendekatan kualitatif dapat memberikan
jawaban yang mendalam dan komprehensif
terhadap penelitian ini. Melalui pendekatan ini,
penelitian dapat menggali pandangan, persepsi,
dan pengalaman  berbagai pemangku
kepentingan seperti pemerintah daerah, industri,
masyarakat lokal, dan lembaga terkait lainnya
terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam
konteks pengelolaan sampah di Kota Batam.

Penelitian ini menggunakan data primer dan
sekunder untuk memastikan komprehensivitas
dan validitas temuan. Data primer dikumpulkan
melalui wawancara mendalam dengan berbagai
pemangku  kepentingan, seperti  pejabat
pemerintah  daerah, perwakilan industri,
pemimpin komunitas, dan aktivis lingkungan.
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Wawancara ini bertujuan untuk menggali
pandangan dan pengalaman langsung terkait
dengan tata kelola sampah dan kolaborasi antar
pihak. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan
untuk memahami lapangan
langsung dan melihat bagaimana implementasi
pengelolaan sampah berjalan di Kota Batam.
Data sekunder diperoleh dari analisis

dokumen, termasuk

situasi secara

laporan  pemerintah,
penelitian sebelumnya, publikasi akademis, dan
data statistik yang terkait dengan
pengelolaan sampah di Kota Batam. Analisis

dokumen ini memberikan konteks tambahan dan

resmi

validasi terhadap temuan dari data primer.
Penelitian kualitatif ini akan membantu
mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung
atau menghambat implementasi tata kelola
kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kota
Batam (Huberman & Miles, 2012). Melalui
wawancara mendalam, observasi partisipatif,
dan analisis dokumen, penelitian ini dapat
mengungkap dinamika hubungan antarlembaga,
cara-cara komunikasi, serta peran dan tanggung
jawab berbagai pemangku kepentingan dalam
pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat
memberikan gambaran yang lebih luas tentang
konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi
yang mempengaruhi tata kelola kolaboratif di
Kota Batam. Dengan demikian, penelitian ini
dapat memberikan pemahaman yang lebih baik
tentang bagaimana kolaborasi antara berbagai
pihak dapat meningkatkan manajemen sampah
dan mengatasi tantangan pertumbuhan sampah
di Kota Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampah didefinisikan sebagai segala bentuk
limbah padat yang berasal dari aktivitas manusia
dan hewan yang kemudian dibuang karena tidak
lagi berguna atau diinginkan. Menurut Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa
kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses
alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah

yang baik sangat penting untuk menjaga
kebersihan  lingkungan  dan  kesehatan
masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga, dijelaskan bahwa sampah rumah tangga
adalah sampah dari kegiatan sehari-hari di
rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan
sampah spesifik. Sampah rumah tangga ini
meliputi sisa makanan, kemasan, kertas, dan
bahan-bahan lain yang dihasilkan dari aktivitas
sehari-hari di rumah. Selain itu, terdapat pula
sampah sejenis sampah rumah tangga yang
mencakup limbah dari kawasan komersial,
seperti restoran dan toko; kawasan industri yang
menghasilkan limbah non-berbahaya; kawasan
Kkhusus seperti tempat wisata; serta fasilitas sosial
dan umum, seperti sekolah dan rumah sakit.
Pengelolaan sampah di berbagai kawasan ini
memerlukan pendekatan yang berbeda-beda,
tergantung pada jenis dan jumlah sampah yang
dihasilkan.

Pentingnya pengelolaan sampah yang efektif
tidak hanya terletak pada pencegahan
pencemaran lingkungan tetapi juga pada
pengurangan risiko kesehatan bagi masyarakat.
Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat
menjadi sumber penyakit, menarik hama, dan
menyebabkan pencemaran air serta tanah. Oleh

karena itu, pemerintah telah menetapkan
berbagai regulasi dan kebijakan untuk
memastikan sampah dikelola secara

berkelanjutan. Namun, di Kota Batam, salah satu
masalah utama yang sering terjadi adalah
kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah
yang memadai. Meskipun telah ada beberapa
TPA vyang beroperasi di Kota Batam,
kapasitasnya seringkali tidak mencukupi untuk
menampung jumlah sampah yang terus
meningkat akibat pertumbuhan penduduk dan
aktivitas ekonomi. Contohnya adalah TPA Sei
Ladi yang sering mengalami masalah
penumpukan sampah dan  pencemaran
lingkungan sekitarnya.
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Tantangan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah

Pemilahan sampah di tingkat rumah tangga
masih menjadi tantangan utama dalam
pengelolaan sampah di Kota Batam. Meskipun
program-program edukasi telah dilakukan oleh
pemerintah dan lembaga terkait, masih banyak
masyarakat yang kurang memahami pentingnya
pemilahan sampah. Hal ini menyebabkan proses
pengolahan sampah menjadi tidak efisien dan
berpotensi merusak lingkungan.

Beberapa kajian penelitian yang relevan
menunjukkan  bahwa  pemahaman dan
partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah
sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan
sampah. Penelitian yang dilakukan oleh Mensah
dan Larbi (2005) di Ghana menunjukkan bahwa
partisipasi program
pemilahan sampah dapat meningkat secara
signifikan jika dengan kampanye
edukasi yang efektif dan berkelanjutan. Selain
itu, penelitian oleh Zhang et al. (2015) di China
menemukan bahwa faktor sosial, seperti norma
sosial dan tekanan dari lingkungan sekitar, juga
berpengaruh terhadap  partisipasi
masyarakat dalam pemilahan sampah.

Kajian lain oleh Sujauddin et al. (2008) di
Bangladesh menyoroti bahwa salah satu kendala
dalam pemilahan sampah adalah
kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang
memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa

masyarakat  dalam

disertai

besar

utama

tanpa adanya fasilitas pemilahan sampah yang
mudah diakses, masyarakat cenderung enggan
untuk memisahkan sampah mereka. Penelitian
ini juga menekankan pentingnya peran
pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan
infrastruktur yang mendukung pemilahan
sampah, serta mengembangkan sistem insentif
untuk mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu, penelitian oleh Guerrero et al.
(2013) di berbagai kota di negara berkembang
menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan
sampah sangat tergantung pada adanya
kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat. Penelitian ini menyoroti bahwa

koordinasi yang baik antara berbagai pemangku
kepentingan dapat efisiensi
pengelolaan sampah dan mengurangi dampak

negatif terhadap lingkungan.

meningkatkan

Pendekatan Kolaboratif dalam Tata Kelola
Lingkungan

Tata kelola kolaboratif dapat menjadi
jawaban efektif untuk menyelesaikan masalah
tata kelola lingkungan yang
kompleks. kelola kolaboratif,
berbagai pemangku kepentingan yang terlibat
dalam manajemen lingkungan, termasuk
pemerintah, industri, masyarakat, dan organisasi
non-pemerintah,  bekerja = sama
pengambilan keputusan dan implementasi
kebijakan  lingkungan.  Pendekatan  ini
memungkinkan adanya koordinasi yang lebih
baik berbagai  pihak,
meminimalisir  konflik  kepentingan
meningkatkan efektivitas dalam mencapai
tujuan lingkungan yang berkelanjutan. Tata

manajemen

Dalam tata

dalam

antara sehingga

dan

kelola kolaboratif menekankan kerjasama dan
partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan
yang terlibat. Pendekatan ini didasarkan pada
prinsip bahwa berbagai pihak yang terlibat
dalam suatu isu atau masalah memiliki
pengetahuan, sumber daya, dan kepentingan
yang berbeda-beda. Melibatkan mereka dalam

proses  pengambilan  keputusan  dapat
menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih
berkelanjutan. Tata  kelola  kolaboratif

menekankan pentingnya dialog, transparansi,
dan inklusi dalam pengambilan keputusan,
sehingga memungkinkan terciptanya keputusan
yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan
aspirasi berbagai pihak.

Dalam konteks lingkungan, tata kelola
kolaboratif dapat melibatkan pemerintah, sektor
swasta, masyarakat sipil, dan lembaga akademis
dalam merumuskan kebijakan dan program-
program lingkungan yang lebih holistik dan
berkelanjutan. Namun, keterbatasan sumber
daya dapat menjadi hambatan dalam tata kelola
kolaboratif. Pengelolaan lingkungan yang baik
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seringkali memerlukan investasi besar dalam
infrastruktur dan teknologi yang ramah
lingkungan, dan tidak semua pemangku
kepentingan memiliki sumber daya yang cukup
untuk berkontribusi dalam wupaya tersebut.
menggunakan  pendekatan
kualitatif yang memanfaatkan data primer dan
sekunder. Data primer dikumpulkan melalui
wawancara berbagai
pemerintah

Penelitian  ini

mendalam  dengan
seperti
daerah, industri, masyarakat lokal, dan lembaga
terkait lainnya. Selain itu, observasi partisipatif
juga dilakukan untuk mendapatkan pemahaman
yang
pengelolaan sampah di Kota Batam. Data
sekunder diperoleh dari analisis dokumen resmi,
laporan, dan publikasi akademis yang relevan
dengan topik penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu
tantangan utama dalam pengelolaan sampah di
Kota Batam adalah kurangnya pemahaman dan
kesadaran masyarakat tentang pentingnya
pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
Meskipun telah ada program edukasi dari
pemerintah, banyak masyarakat yang masih
belum memahami pentingnya pemilahan
sampah, yang menyebabkan proses pengolahan
sampah menjadi tidak efisien dan berpotensi
merusak lingkungan. Selain itu, penelitian ini
juga menemukan bahwa koordinasi dan
komunikasi

pemangku kepentingan

lebih mendalam tentang dinamika

antara  berbagai  pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah, industri,
masyarakat, dan organisasi non-pemerintah,
seringkali ~ sulit  diwujudkan,  sehingga
menghambat implementasi kebijakan dan
program-program lingkungan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan konsep
kelola kolaboratif yang menekankan
pentingnya kerjasama dan partisipasi dari
berbagai pemangku kepentingan
pengambilan keputusan dan
kebijakan lingkungan. Namun, penelitian ini
juga mengungkapkan bahwa masih terdapat
berbagai hambatan dalam menerapkan tata
kelola kolaboratif di Kota Batam,

tata

dalam
implementasi

seperti

keterbatasan sumber daya dan perbedaan dalam
pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya
lingkungan hidup di kalangan masyarakat dan

pihak-pihak terkait.
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Figure 2. Jumlah Sampah Masuk Ke TPA Telaga
Punggur 2019-2023
Source: Dinas Lingkungan Hidup (2023)

Data berikut menunjukkan jumlah sampah
yang masuk ke TPA Telaga Punggur dari tahun
2019 hingga 2023, diukur setiap bulan. Pada
tahun 2019, jumlah sampah bervariasi setiap
bulan, dengan angka tertinggi pada bulan
Januari (825,551 ton) dan angka terendah pada
bulan Maret (748,662 ton). Jumlah sampah
cenderung stabil dengan sedikit peningkatan di
bulan April dan penurunan pada bulan Agustus.
Lebih lanjut, tahun 2020 menunjukkan tren yang
sedikit berbeda dengan peningkatan jumlah
sampah di beberapa bulan, seperti Januari
(841,230 ton) dan Desember (837,920 ton). Bulan
Maret hingga Mei mencatat penurunan yang
signifikan dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Pada tahun 2021, jumlah sampah cenderung
lebih stabil sepanjang tahun dengan fluktuasi
minimal. Jumlah sampah mencapai puncaknya
di bulan April (842,614 ton) dan mengalami
penurunan di bulan Agustus (751,223 ton).
Tahun 2022 mencatat peningkatan jumlah
sampah yang lebih signifikan pada beberapa
bulan, terutama April (904,958 ton) dan
Desember (882,816 ton). Bulan Agustus hingga
Oktober menunjukkan peningkatan bertahap
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dalam jumlah sampah. Sedangkan pada tahun
2023 menunjukkan pola yang konsisten dengan
peningkatan yang nyata pada bulan April
(864,725 ton) dan puncaknya pada bulan
November (992,851 ton). Bulan Januari hingga
Maret menunjukkan jumlah sampah yang tinggi
dan stabil.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan
tren peningkatan jumlah sampah dari tahun ke
tahun, dengan puncak jumlah sampah biasanya

terjadi pada bulan April dan Desember.
Peningkatan ini bisa diakibatkan oleh
pertumbuhan  populasi dan  peningkatan

Kota Batam. Stabilitas
dalam jumlah sampah pada beberapa bulan
menunjukkan dalam manajemen
sampah di TPA Telaga Punggur. Namun,
peningkatan signifikan di beberapa bulan
tertentu memerlukan perhatian lebih lanjut
untuk memastikan kapasitas
pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal
18 ayat (1) menyatakan bahwa penyusunan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
harus melibatkan masyarakat dan pemangku
kepentingan. Keterlibatan ini dilakukan melalui
dialog, diskusi, dan proses konsultasi publik
lainnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2016 tentang Tata  Cara
Penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69
Tahun 2017 menyebutkan bahwa identifikasi
masyarakat dan pemangku kepentingan yang
representatif =~ dimulai dengan  pemetaan
pemangku kepentingan. Tujuannya adalah
untuk memilih pihak-pihak yang tidak hanya
berpengaruh tetapi tingkat
kepentingan yang tinggi terhadap tujuan dan
arah kebijakan, serta memperhatikan potensi
masalah lingkungan yang dapat timbul dari
program pembangunan tersebut. Identifikasi
pemangku kepentingan  bertujuan
menentukan partisipan yang tepat
pelaksanaan KLHS, memastikan penerapan asas
partisipasi yang diamanatkan oleh Undang-

aktivitas ekonomi di

efisiensi

dan efisiensi

juga memiliki

untuk
dalam

Undang No. 32 Tahun 2009, melegitimasi hasil
perencanaan dan evaluasi program di mata
publik, kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan untuk
menyampaikan informasi, saran, pendapat, dan
pertimbangan terkait
berkelanjutan melalui proses penyelenggaraan
KLHS.

serta memberikan akses

pembangunan

Figure 3. Mekasnisme Pelaksanaan Penyusunan
KLHS
Source: Dinas Lingkungan Hidup (2023)

Dengan mengunakan pendekatan ekonomi
sirkular di Kota Batam berpotensi meningkatkan
kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan

individu dalam mengatasi permasalahan
persampahan. Ekonomi sirkular
memprioritaskan minimalisasi, penggunaan

kembali, dan pemanfaatan kembali material,
mengubah limbah menjadi sumber daya yang
berharga. Pemerintah dapat mempelopori upaya
ini dengan menerapkan undang-undang yang
menguntungkan, menawarkan insentif untuk
mendorong perusahaan menerapkan praktik
berkelanjutan, dan mengalokasikan dana untuk
pengembangan infrastruktur pemilahan sampah
dan daur ulang. Bisnis memiliki kemampuan
untuk terlibat dalam inovasi di berbagai bidang
seperti desain produk, pengemasan, dan proses
manufaktur untuk mengurangi limbah dan
membangun sistem loop tertutup. Selain itu,
mereka berkesempatan bekerja sama dengan
startup dan bisnis lokal yang khusus menangani
daur ulang dan pengelolaan sampah.
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Pengelolaan sampah padat di Kota Batam
merupakan
kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan
sektor swasta. Melalui inisiatif bank sampabh,
hubungan antar pihak ini dapat diperkuat untuk

tantangan yang memerlukan

mencapai tujuan bersama dalam mengurangi
sampah meningkatkan
keberlanjutan lingkungan. Pemerintah, melalui
Hidup Kota
dan kebijakan yang

timbulan dan

Dinas Lingkungan Batam,
menetapkan
mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan.
Kebijakan ini mencakup pengaturan operasional
bank sampah, insentif untuk partisipasi

masyarakat, dan standar pengelolaan limbah.

regulasi

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam
menyediakan infrastruktur yang diperlukan,
seperti fasilitas pengolahan sampah, pusat daur
ulang, dan tempat pembuangan akhir yang
dikelola dengan baik. Selain itu, pemerintah
mendukung pengembangan aplikasi seperti
SILH untuk memantau dan melaporkan kinerja
pengelolaan sampah. Program edukasi dan
kesadaran yang dilakukan oleh pemerintah
bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat sampah.
Kampanye kesadaran lingkungan, lokakarya,
dan kegiatan komunitas membantu mendidik
warga tentang pentingnya pengelolaan sampah
yang efektif.

Masyarakat, terutama ibu rumah tangga,
memainkan peran kunci dalam pemisahan dan

dalam inisiatif bank

pengumpulan sampah di tingkat rumah tangga.
Partisipasi aktif masyarakat dalam memilah
sampah organik dan anorganik menjadi dasar
keberhasilan program bank sampah. Inisiatif
komunitas, seperti kelompok warga atau RT/RW,

seringkali mengambil peran dalam
mengorganisir pengumpulan sampah dan
menjalankan bank sampah di lingkungan

mereka. Keterlibatan komunitas ini memastikan
bahwa program bank sampah dapat berjalan
dengan efektif dan berkelanjutan.

Namun, penelitian ini juga menemukan
bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam
menerapkan tata kelola kolaboratif di Kota

Batam, seperti keterbatasan sumber daya dan
perbedaan dalam pemahaman dan kesadaran
tentang pentingnya lingkungan hidup di
kalangan masyarakat dan pihak-pihak terkait.
Temuan ini menunjukkan bahwa perlu adanya
upaya lebih untuk  meningkatkan
kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang
lingkungan hidup,
mengembangkan mekanisme koordinasi dan

lanjut

pentingnya serta
komunikasi yang lebih efektif antara berbagai
pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Manajemen  penanganan  sampah  di
perkotaan merupakan isu kritis dalam menjaga
lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kota-
kota sering menghasilkan volume sampah yang
besar dan beragam, termasuk sampah organik
dan elektronik, namun infrastruktur pengelolaan
sampah yang memadai sering kali kurang
tersedia. Kurangnya fasilitas pengolahan sampah
dan tempat pembuangan akhir (TPA) yang
terbatas menyebabkan banyak sampah dibuang
sembarangan atau dibakar, yang mengakibatkan
pencemaran udara, tanah, dan air.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya
pemilahan sampah juga masih rendah, yang
menghambat proses pengolahan sampah yang
efisien. Edukasi dan mengenai
pengelolaan sampah yang baik belum merata,
sehingga sulit menciptakan budaya pengelolaan
sampah yang berkelanjutan di perkotaan. Tanpa
tindakan segera, peningkatan jumlah sampah
yang tidak terkelola dapat memicu krisis
lingkungan, kerusakan ekosistem, peningkatan

sosialisasi

risiko penyakit, dan berbagai masalah sosial
ekonomi.

Di Indonesia, masalah manajemen sampah di
perkotaan sangat kompleks dan menuntut
perhatian  serius. Banyak kota  masih
mengandalkan TPA konvensional yang sering
tidak memenuhi standar kebersihan dan
keamanan lingkungan. Pemilahan sampah di

tingkat rumah tangga juga belum menjadi
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kebiasaan umum, sehingga menghambat daur
ulang dan pengolahan sampah yang lebih efisien.
Tata kelola kolaboratif melibatkan pemerintah,
sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-
pemerintah dalam pengambilan keputusan dan
implementasi kebijakan lingkungan. Pendekatan
ini menekankan dialog, transparansi, dan inklusi
dalam  pengambilan  keputusan, yang
memungkinkan tercapainya solusi yang lebih
berkelanjutan. Namun, keterbatasan sumber
daya dan perbedaan pemahaman tentang

lingkungan  hidup  menjadi
dalam penerapan tata kelola

pentingnya
tantangan
kolaboratif.
Data menunjukkan peningkatan
sampah di Kota Batam dari tahun ke tahun,
dengan puncak biasanya terjadi pada bulan April
dan Desember. Peningkatan ini disebabkan oleh

jumlah

pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi.
Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam
infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan
serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk
memastikan ~ pengelolaan = sampah  yang
berkelanjutan. Secara keseluruhan, tata kelola
kolaboratif dapat menjadi solusi efektif dalam
mencapai manajemen sampah yang
berkelanjutan di perkotaan, dengan syarat
adanya komitmen dan dukungan dari semua

pihak yang terlibat.
Meskipun tata kelola kolaboratif menjanjikan
sebagai pendekatan yang efektif dalam

mengatasi kompleksitas manajemen sampah di
perkotaan, penelitian ini memiliki beberapa
kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satu
kelemahan utama adalah keterbatasan dalam
pengumpulan data yang mungkin tidak
mencakup semua perspektif dari pemangku
kepentingan, seperti komunitas masyarakat yang
mungkin tidak terwakili dengan baik dalam
wawancara atau observasi. Selain itu, penelitian
ini juga terbatas pada skala waktu yang singkat
untuk mengamati dampak jangka panjang dari
implementasi tata kelola kolaboratif.

Untuk mengatasi isu tersebut, saran peneliti
termasuk perluasan jangkauan wawancara dan

observasi untuk mencakup lebih banyak
perspektif dari masyarakat lokal, serta
memperpanjang periode penelitian untuk

mengamati evolusi dan dampak jangka panjang
dari inisiatif tata kelola kolaboratif. Peningkatan
dalam analisis triangulasi data juga dapat
meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan
penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan

kontribusi  penting dalam pengembangan

kebijakan dan strategi implementasi bagi
pemerintah daerah dan organisasi non-
pemerintah yang bertanggung jawab atas
manajemen sampah di perkotaan. Dengan

menyoroti pentingnya dialog lintas-sektor dan
transparansi dalam pengambilan keputusan,
penelitian ini dapat membantu menciptakan
basis untuk solusi yang lebih inklusif dan
berkelanjutan dalam menghadapi tantangan
manajemen sampah di Indonesia, khususnya di
Kota Batam.
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